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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat hukum adat (MHA) di Minangkabau, tanah merupakan aset
yang sangat berharga. Tidak hanya sebagai tempat untuk menjalani rutinitas
kehidupan sehari-hari, tanah juga menjadi simbol dan prestise yang menunjukkan

tanah pun di Minang kabau yang “tug ada pemiliknya.'

eksistensi suatu s mercka menyatakan

bahwa tidak seJ

Lot ol

Tanah-tanah tersebut ada ya -ba :ﬂﬂ t nagarl layat suku, atau
5 ~
ulayat kaum. ‘ S el e
Ay gy

Sejalan dengan hal itu, Pa

[
“Dengan mengingat ketentus g @

dan 2 pelaksandan hak ulayat dan
hak-hak yang serupa itu ddg masyarakat huku adat, sepanjang
menurut kenyai isih ¢ dian rupdal sehingga sesuai
dengan kepe ( !: atas persatuan
bangsa serta '.\ o dan peraturan-
peraturan lain yang let

Berdasarkan ketents an P @h’ J_Pm DE
o 5 = >

Ir.-' [}JﬂJAﬂN 1{.15

keberadaan hak ula 'vr }P@ jang ke adnhya-masih ada, (2) sesuai

untuk diakuinya

dengan kepentingan nasional dan Negara dan (3) tidak boleh bertentangan dengan
UU dan peraturan lain yang lebih tinggi.3 Semua persyaratan itu mengundang
kritikan banyak ahli, diantaranya dari Benda Beckmann yang menyatakan bahwa

pengakuan hak ulayat oleh UUPA masih ambigu. Safroedin Bahar dari komisi

! Alfan Miko (Ed.), 2006, Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat, Andalas University
Press, Padang, him. 187.

2Ibid, him. 150.

3Kartini Muljadi dan Gunawan W., Hak-Hak Atas Tanah Seri Hukum Harta Kekayaan,
Prenada Media, Jakarta, 2004, him. 24.



nasional HAM bahkan mengkritik lebih pedas dengan mengatakan bahwa pada
pengakuan bersyarat itu terdapat kelemahan logika dan kelemahan politik.*
Menanggapi otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari yang kemudian diganti dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Selanjutnya tiap-
tiap pemerintahan kabupaten/ kota di Sumatera Barat menetapkan pula Perda untuk
masing-masingnya daerahnya, seperti Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01

e msagaasmm@gg% h

gdalam waktu kurang 3 tahun sejak keluaﬁq Perda Nomor 9
=
Tahun 2000 pada 16 Des >bijaka embali ke nagari” sudah

Tahun 2001 Ten Kurnia Warman

menyatakan bahy

direalisasikan daerah kab nate arat, kecuali Mentawai

dengan berdasar kepada m: ; keluarkan.’

Selanjutnya menyusul lahit an yang dik uarkan baik oleh

, [Pada tahun 2008

pemerintahan provi

disahkan Perda P \“ Qi fanah Ulayat dan
Pemanfatannya. S(ha.i__ [ crda F L%Tahun 2008 pada

u‘

tahun 2012 disahika 1, Perat Gubernur (Pergub),Sun Bagat-Nomor 21 Tahun
Ty m BANC:
2012 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemanfatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman
Modal.

Sejak semula tujuan dikeluarkan Perda dan Pergub di atas adalah untuk
dijadikan sebagai acuan dalam penanaman modal, sehingga dapat menimbulkan

kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat oleh investor di Sumatera Barat.

Pada bagian konsideran menimbang dari Pergub Nomor 21 Tahun 2012 dinyatakan

*Aminuddin Sale dkk, Hukum Agraria, AS Publising, 2010, hIm. 96.
*Kurnia Warman, 2010, Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, HUMA, Jakarta, him.
40.



bahwa tujuan pembentukan Pergub tersebut adalah dalam rangka pengaturan
pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Untuk itu diperlukan kegiatan penanaman modal.

Mengenai penanaman modal, terbaru diatur khusus dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal serta peraturan pelaksanaan lainnya. Dalam
materi UU diatas diatur antara lain mengenai jenis lapangan usaha yang terbuka,
tertutup dan terbuka dengan persyaratan bagi investor domestik ataupun investor

~t1darklah tergolong sebagai usaha yang te tutdp bagi keduanya.

Diatur juga tentang tujuan d: '::::*“ man modal yang dalam skala

asing. Namun us ana difokuskan

untuk penelitian

makro adalah untuk me mni nasior menciptakan lapangan

kerja, pembangunan ekona e emampuan daya saing

dunia usaha nasional, meningka s dan kemapuan teknologi nasional,

e

mendorong penge ‘ekonomi potensial

menjadi kekuatan \ . ailg berasal baik dari
dalam negeri ataupun- lua "’"*ui-*”' masyarakat.®
FEINI

Dalam skala mj upaan utgma Apenaman; meda gari adalah untuk

AT R ANO”
LR o b Lo
mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat nagari dan penanam modal.

Sedikit lebih luas dari itu, dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) dan 4 Perda Nomor 6
Tahun 2008 bahwa sasaran utama pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adat atau mengambil
manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan

kehidupannya.

® Pasal 5 ayat (2) UU. Nomor 25 Tahun 2007.



Kegiatan penanaman modal di Sumatera Barat terjadi sebelum dan setelah
keluarnya Perda diatas. Tahun 1998 di Kabupaten Pasaman saja terdapat 17 badan
hukum yang memperoleh izin untuk berinvestasi disana, dengan cadangan lahan
seluas 149.905 ha dan umumnya berasal dari hak ulayat.’

Dari data untuk tahun 2016 saja, di luar perkebunan rakyat terdapat seluas 179,
645 ha yang digunakan investor untuk lahan perkebunan sawit di Sumatera Barat.
Belum terhitung yang digunakan untuk perkebunan karet, pertambangan dan lain-

lain. Memang tig h(invehtoil Yang ﬁelﬁlngilaegf S a melaksanakan

kegiatan usaha.® M sahi'};ﬁ: tahun 2014, di Kabupaten Pasaméiﬁ dari 17 badan usaha
= P
yang telah memperoleh izin

westasi sawit disana ada 3 perusahaan
-~ :
-~ ~ )

-
yang tidak melakukan keg ; ena dihadang berbagai faktor internal
o~~~

dan eksternal.

Hampir 57;5% perkebuna i apa erletak di Sum:ate 1, tempat industri

P

ini dimulai sejak] mas sisanya sekitar 30%

Pertanian Indonesia,
2 Mencapai sekitar 8
=

juta hektar; dua kalt: ipat._d uas area dijtahun 2 .‘l ¢ kitar 4 juta hektar
YTUR\ BANES

9 e 0 —
lahan di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga

berada di pulau K

jumlah total luas a

akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020. Perusahaan-perusahaan
sawit di Indonesia berencana untuk melakukan investasi-investasi besar untuk
meningkatkan kapasitas penyulingan minyak sawit. Hal ini sesuai dengan ambisi

Pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan dari sumber daya dalam

7 Zefrizal Nurdin, 1998, Dampak Penggunaan Hak Ulayat oleh Pengusaha terhadap Warga
Persekutuan Matrilineal, Studi di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Universitas Diponegoro,
Semarang, hlm. 75-76.

% Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Data dan Statistik Perkebunan Tahun 2017,
hlm. 18.



negeri.” Diketahui bahwa luas areal kelapa sawit tahun 2015 sebesar 11,3 juta ha,
merupakan 48,6% luas total areal perkebunan sebesar 23,25 juta ha. 4,58 juta ha
merupakan perkebunan rakyat, 750 ribu ha perkebunan besar Negara, dan 5,97 juta
ha perkebunan besar swasta. '

Untuk menghindari hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi dalam
penanaman modal bidang perkebunan maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2004 yang kemudian di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

2014 tentang Pegkebun; %Wg@sﬁﬁma@i S Dalam Undang-

= —_
F

Undang Nomor h-url-ll:.2014 tentang Perkebunan mengatii'l.' L bagai macam hal
[ =
yang salah satunya ialah erusahaan perkebunan yaitu

tercantum dalam| Pasal 1 ‘ : : O ayat (1), hanya saja

kewajiban yang terdapat de Pasal 69 ayat (1) tidak

mengenai kewajiban antara in h pe ‘ i sawit b_érd sarkan perjanjian

e

Republik Indonesia

Nomor 98 Tahun ntang nan Pe cbunan yang memuat
mengenai kewajil?.da.m erusah ,! hal tersebut juga

BE

kemitraan. Sehing

1gan _perusghaan perkebungn, dalam “Kemitraan dalam Pasal
FTug\ BANES
o T il . .
29, Pasal 30, dan Pasal 31, hanya saja hubungan dalam Peraturan Menteri Pertanian

diatur mengenai hub

tersebut pun tidak memuat secara spesifik akan kewajiban diantara investor dan

petani sawit berdasarkan perjanjian kemitraan.

Minyak  kelapa  sawit,  http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/-
minyaksawit/item166, diakses 24 Oktober 2018.

""Mentan Canangkan Satu Juta Integrasi Jagung - Sawit Mendukung Program Replanting,
http://www.pertanian.go.id/ap posts/detil/579/2016/05/27/18/06/31/-Mentan%20C anangkan%20
Satu%20Juta%?20Integrasi%?20Jagung%20%20Sawit%-20Mendukung%20Program%20Replanting,
diakses 24 Oktober 2018.



Adanya aturan mengenai kewajiban perusahaan perkebunan bukan berarti
sudah tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut
bahkan sering wanprestasi terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani sawit.
Oleh karenanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun
2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan perlu dilampirkan perjanjian
perusahaan perkebunan dengan kemitraan yang menjadi satu kesatuan yang tak
terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun

%ﬁqmﬂﬂﬁhﬁ]}hﬂ(&bﬁl@ﬂl& K g -

etani sawit melalui koperasi yang me‘nja

2013 tentang Pede itraan ini dibuat

diantara 1nvestor-a§1;

vadah dari petani

ﬂﬂ

sawit karena, t1dl1k Jarang D "“h ma langsung dehgan petani sawit
- A :
tanpa melalui pgrantara s i Isi per an kemitraan nantinya

_— P

dimaksudkan akan memua : wajiban dari para pihak,

yang apabila tidak terlaksana ak prestasi dan jﬁga elanggar aturan
1 peringatan tertulis,
pencabutan izin usah atas tanah

Di Kabupatm.(_)_ saja ¢ itar 4 perkebunan

besar kelapa sawi ,cden

terkait perkebunan

_e- diantaragya berada,dalam jaja ;:1 anajemen Incasi
TUK\ gy, /5 AN
Raya Group atas nama PT. Sumaterajaya Agrolestarl yang berada di Kec. Sangir
Balai Janggo dengan luas areal inti lebih dari 3.000 ha, dan PT. Binapratama
Sakatojaya yang berlokasi di Kec. Sangir Jujuhan, Sangir Balai Janggo dan Sangir
Batang Hari dengan luas areal inti lebih dari 14.000 ha.

Khusus untuk PT. Binapratama Sakatojaya sendiri, dibagi dalam 3 estate, yaitu

disebut dengan SS 1 di daerah Madik dan Talunan (Kenagarian Abai), SS 2 di Sangir

Jujuhan, dan SS 3 di Bukit Gadang. Untuk SS 1 sendiri sampai saat ini mengelola



lebih dari 5.000 ha kebun inti dan sekitar 800 ha kebun plasma. Kebun plasma ini
dikelola oleh sebuah badan hukum berbentuk koperasi yang bernama Koperasi Bina
Masyarakat I (BIMA I) Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten
Solok Selatan dengan pola kemitraan Bapak Angkat - Anak Angkat (istilah yang
lazim dipakai sejak PIR/ Perkebunan Inti Rakyat tahun 1977)."" Pola kemitraan
Bapak Angkat - Anak Angkat ini merupakan suatu pola pembangunan kebun plasma
dengan menggunakan fasilitas kredit bank yang dicairkan dengan termin

{gwﬁd{lﬂi%ﬂﬁlﬁmfﬂ,@%

BPSJ). Kebun 1rt1 ‘adalah kebun yang dibangun oleh perusaha

pembangunan ke h.Bapak Angkat (PT.

aji) rkebunan dengan
kelengkapan fasi 1tas pengo eh perusahaan perkebunan tersebut

dan dipersiapkan! menjadi . Kebun plasma adalah

kebun yang dibangun da perkebunan (Inti), serta

ditanami dengan/tanaman perke a ini semenjak penanamannya
dipelihara dan dike tanaman mulai

berproduksi, pen: da petani rakyat/

koperasi (dikonv jual_ha nngi‘pada kebun inti

<

(perusahaan/ il’lVQ dengan-hargapasar .dikurang: angsuran pembayaran
ATug

1 e NG
hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun

BA‘H-“
e

kebun plasma tersebut.
Koperasi BIMA 1 Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten

Solok Selatan yang mana Koperasi BIMA [ Nagari Abai adalah koperasi dengan

1 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, bahwa konversi kebun
plasma pada petani setelah tanaman menghasilkan (empat tahun), luasan kebun 2 ha/kk dan sekarang
diperbarui jadi 4 ha/kk, kebun plasma harus sama standar teknisnya dengan kebun inti. Pada
kenyataannya cenderung terjadi pelanggaran terhadap regulasi pemerintah. Konversi dilakukan setelah
lewat umur antara 6-7 tahun bahkan ada yang belasan tahun.



persekutuan anggota yang didirikan pada tahun 1999 dengan kegiatan mengelola
Kebun Plasma Kelapa Sawit dari anggotanya dengan total luas 831 Ha (+ 200 ha
belum konversi) dan memiliki anggota sebanyak 530 orang (442 nomor anggota)
dengan bapak angkat PT Binapratama Sakatojaya (Incasi Raya Group). Koperasi
BIMA I Nagari Abai sendiri telah berstatus badan hukum, hal ini dilihat dari Akta
Pendirian Koperasi BINA MASYARAKAT I (KOP. BIMA 1) yang telah disahkan

oleh  Menteri  Koperasi,  Pengusaha  Kecil ~dan  Menengah  No.

37/BH/KDK.3.4/1M:4999 W@ﬁ%ﬁiﬁmm@ﬁ : bapak angkat dan
anak angkat dal pola kemitraannya, dilandasi dengah!fg danya perjanjian

== o
pembangunan kebun plasmg n pihak kétiga lainnya (PT.

-
Bank Mandiri, Tbk). Da 6 Kope BIMA 1 Nagari Abai
et

mengalami pasang surut d neng at daii sejarahnya yang

telah 3 kali beant1 kepengu i berdirinya, dfdri ahun 1999-2006

P

koperasi nyaris tg depengurusan baru

/ esuai harapan dan

dengan diketuai B .\ .
membuahkan hah-.Sf; a da e nganm seiiring dengan

-C‘.' T

nggota-koperast, jsangat, bamyz <',-"'='.‘-' awal berdirinya

TR BANSS
. . <5 U — S . .
koperasi menjual kavling plasmanya dengan alasan ekonomi dan lain sebagainya.

perekonomian pa; Al

Sehingga saat ini hampir 57,5% kebun plasma tersebut dimiliki oleh anggota baru
yang sebagian besarnya merupakan pihak di luar Kenagarian Abai, bahkan ada yang
berada di luar Kabupaten Solok Selatan dan juga di luar Provinsi Sumatera Barat
dengan luas kepemilikan ada yang melebihi 20 ha perorang/ keluarga yang tidak
sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Akta Pendirian Koperasi BIMA I Nagari Abai yang

menyatakan bahwa: “yang dapat diterima menjadi anggota koperasi ini adalah



warga negara republik Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk
melakukan tindakan hukum dan memenuhi beberapa syarat keanggotaan sebagai
berikut: (1) Warga Desa Abai yang mempunyai mata pencaharian sebagai pekebun
dan pemilik kebun sawit”.

Bahwa permasalahan pengalihan kepemilikan lahan dan keanggotaan Koperasi
ini sendiri dilakukan secara di bawah tangan oleh para pihak yang berespakat dengan

diketahui oleh Ketua Koperasi, Wali Nagari dan Ketua Kerapatan Adat Nagari

pama pada sertipikat

(KAN), hal ini tigaksertq g1ty dilasikin SerghiTproscs b

hak milik dikarerlaES-ﬁM tersebut saat ini masih berada padaﬂw ditur pembiayaan
= g
pembangunan kebun plasma

Bahwa berdasarkan e 31V I Nagari Abai sendiri,

secara tegas mengatakan b ang ga dari kenagarian Abai

(dahulu Desa Abai). Selain itu, mgf ﬂ asal|l dan 2 UU Na. 56 Prp. Th 1960

tentang Penetapah (Luas Tanah Pertani senduduk tahun 2010 yang

dilakukan Badan Pus . ol it
Solok Selatan'” d \V-n uk d 4
S Liagt®’
-
o Al =

tanah kering buka  sawah diba asiikgpemilikannys
FTuK)

i i =
dengn pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan

enduduk untuk Kab.
jiwal km®, maka untuk
=

n 20-ha. Jika dikaitkan
BANES
_.—'—'_'_'_F

P

Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian jo. Peraturan Pemerintah Nomor
41 tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224
Tahun 1961Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
yang melarang kepemilikan tanah secara in absentee, maka secara nyata terdapat

banyak hal dalam prateknya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

https://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=1310000000&wilayah=Solok-Selatan




Pengalihan hak atas tanah terjadi seperti gambaran di atas tentunya menyisakan
kekhawatiran bagi pembeli lahan plasma yang secara otomatis menjadi anggota
koperasi menggantikan yang lama, beberapa kekhawatiran itu adalah sebagai berikut:

a. sampai lunasnya pinjaman/ kredit pembiayaan pembangunan kebun plasma
secara global, maka SHM yang ada masih dengan nama pemilik awal,
b. mereka juga tidak mengetahui tanah mereka berada dimana secara spesifik,

karena sampai sekarang belum ada pemetaan kavling yang detil dilakukan

oleh Perusahaan iﬁ Anak Angkat,

c. proses pe an haknya secara adm1n1strat1f ya‘né dapat dilakukan

dalam wi dekat d 3 ang t1 bul dari proses jual
l ‘3-.

ut L

—-

beli ters

—,

p
2. Rumusan Masalah

Berdasarka ‘;-lafér belaka : 2 irumuska_ﬁ“' ‘masalah penelitian

e

sebagai berikut:
1. Bagaimanaiht yram kemitraan kebun
plasma p,egién dan peraturan
perundang .
2. Bagaimana peralihan hak mlmtas {;ﬁ kebun plasma kelapa sawit melalui
jual beli di bawah tangan pada Koperasi BIMA I Nagari Abai?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan:

10



1. Hubungan hukum para pihak dalam program kemitraan kebun plasma kelapa
sawit dalam sistem hukum perjanjian dan peraturan perundang-undang
Indonesia.

2. Peralihan hak milik atas tanah kebun plasma kelapa sawit melalui jual beli di
bawah tangan pada Koperasi BIMA I Nagari Abai.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun

praktis. - uﬂ??ERS [TAS ANqu LASE
a. Manfaat Teori sﬁ g
Tem _;déri pex érapkﬁq'l dapat memberikan
; n =
sumbangan; T)engeta 0 ] "'”-"A u Hukum, khususnya

keperdataan. Lebih apkan [dapat menambah

n

informasi tiau:"'wawasan ka asukan _Bé berkembangnya

proses jual beli lahan

//- gai pemilik dalam

kajian dala
plasma kelapa
plasma yang'di 0
<

Secara praktis penelitiaﬂi be(r-m‘:flfat untuk memberikan kontribusi
dan informasi pemikiran dan pertimbangan bagi praktisi dalam menentukan
kebijakan di bidang hukum perjanjian, khususnya perjanjian plasma yang
dikelola oleh koperasi dan perjanjian jual beli lahan plasma di bawah tangan
yang terjadi di koperasi.

5. Keaslian Penelitian

11



Masalah akibat hukum perjanjian pengalihan hak dengan jual beli atas

tanah kebun plasma kelapa sawit secara di bawah tangan pada koperasi, sejauh

ini belum diketemukan yang membahasnya, sedangkan melalui penelusuran pada

laman pencarian Google, ada beberapa tesis yang membahas hubungan kemitraan

antara Perusahaan dengan Koperasi atau dengan petani plasmanya, hal ini dapat

dilihat dari telusuran berikut ini:

Tesis Rudianto Salmon Sinaga, S.H., pada Program Studi Magister

Kenotarigtan-£a "i"l‘i 1 MTMV&IMESAIEQ& hun 2011 dengan

judul « giﬂr{ Dalam Perjanjian Kemitré_én-{ﬁ Plasma Perkebunan

Kelapa f'a,sx;it (Studi PT. SHN engan 'K‘P yerasi PGH) Dan
e A =

Tindakan I'Notari Kemitraan Inti Plasma

Dalam Perkebuna Google pada tanggal 9

Maret 2019 pukul 18.36

ol

Tesis Dew enotariatan Fakultas

Hukum U

Yuridis M& Pada Perkeh ‘ a.pa-fdvit Perorangan Di

= ==

judul “Tinjauan

Batly; yang\diaksgs,di-Goog -';':"e a- tanggal 9 Maret

Kabupaten L'abuhan
Ty BANG
e

2TUKY
2019 pukul 18.40 WIB.

Kedua penulisan ilmiah tersebut diatas menampilkan pembahasan yang

berbeda dengan pembahasan penelitian dalam tesis ini, akan tetapi beberapa hal

dapat menjadi rujukan/ sumber maupun pembanding dalam penulisan tesis

dengan judul peralihan hak milik atas tanah kebun plasma kelapa sawit melalui

jual beli di bawah tangan pada Koperasi BIMA I Nagari Abai.
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6. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritisis

Guna menjawab tujuan penelitian, maka kerangka teori yang digunakan
untuk menganalisis peralihan hak milik atas tanah kebun plasma kelapa sawit
melalui jual beli di bawah tangan pada Koperasi BIMA [ Nagari Abai,
digunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perjanjian. Teori-teori tersebut

dijabarkan sebagai berikut;

a. Teor Eﬁ{l{lﬁtﬁhﬁ[TAS ANDALAS -

Kep mnrHukum berarti bahwa dengan ddaﬁjl_;;ﬂ m setiap orang
il —~ <l _-:ﬂ___, .
mengetahtii yang mg a haknya dan keWaj} annya serta teori
L ) oy

N
stertib
~ o~

“kemanfantllan h t dan ketentraman dalam

o
L]

kehidupan masyare k2 b ‘(re¢htsorde).” Teori

Kepastia |hukum mengdhdung pengertian yéi pertama adanya

aturan yar ab i perbuatan apa yang

boleh atau'tid nanan hukum bagi

individu n. ntahek Mnya aturan hukum

P

\Umum-itt ndividu, dapaf mengeta ';- saja yang boleh
2T g BANY

. . I . .
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum

yang bersi Fa

bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga
adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu
dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah

diputuskan. 14

BH. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Radja Grafindo Persada,

Jakarta, 2004, him. 25.

"R, Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Bandung 1982. Him. 127.
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Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin
kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.
Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu
tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun
hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa
dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian
hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari

hukum. ﬁ,&g{glﬁ Ste’reémah Ka Pl itu sebanyak-

banyaknya undang-undan o dan bahwa dalam. un -undang itu tidak

ada ketentuan-ketent

AH
l

ﬁﬂ S5
Sy,
il ol

berdasarkan “rech > wataan -h
iy Py gy,

' ndang-u dang itu dibuat

) dan dalam undang-

undang térsebut ti apa pat di tafsirkan berlain-

lainan Menurut Kelsen, hil cbuah sistem n@nn 1

ol

Norma ernyata an seharusnya” atau

das sollen, de ng apa yang harus

dilakukan.h;ma; alah produl S ma*a yang deliberatif.

ang=HerisyH atutan-aturalt —ya
XTI R

———

Undang-U iat umum menjadi

ii
,E_—f

P
pedoman bagi individu bertmgkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan
masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu

dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.'® Menurut

157 -
1bid.

"Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta,
2008, him. 158.
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Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu
sebagai berikut :
1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut
yuridis.
2. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut
filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di

depan pengadilan.

deelmatigheid atau

Tujuan hukun i fealistisfadalah Kephstian hukum dan

kemanfaatan huku 2 lebih m kankan pada kepastian

hukum, s an kemanfaatan hukum,

dan sekir ,[m" dapat diK

3 ‘summum_'\i‘u summa injuria,
summa léx; im yang keras dapat
melukai, \ af dengan demikian
kendatipu satu-satunya akan tetapi
< =

tujuan hukury g al kead >
XTUg . /BEANES

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

Gustav Radbruch dalam  Dwika, “Keadilan dari Dimensi  Sistem Hukum”,
http://hukum kompasiana.com. (02/04/2011), diak ses pada 24 Oktober 2018.
'8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor...Op. cit,hlm. 5.
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dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa
saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu."
Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis - Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

terwujudny ﬁmww@ﬁtﬁw‘f -

mgudkan oleh hukum

=

h ;‘ <im yang bersifat

nya"§5hg hanya membuat suatu aturan

dengan s

ot ol

umum. Sifat umum ¢ ran hukum | embuktikan bahwa hukum

tidak bem]juan u emanfaatan, melainkan

semata-mata un

b. Teor kei‘j anjian

ol

Istilal janjian sering ppersetujuan, yang berasal
dari bahasa %\ 313 KUH Perdata
Perjanji ; deng ana ra bih ikatk

erjanjlan{hj.hp gan ma .ug.nqe ih mengikatkan

dirinya ‘-.'I. dapsatu-erang lain atau. lebili. Dari-peristiwa. ini, timbullah suatu
LUK\ Py /5 A=

3 L T . . .
hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di
dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua

pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

*Utrecht dalam Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999, hlm. 23.
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perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.*' Menurut

pendapat R.M. Suryodiningrat yang dikutip dalam bukunya Muhammad

Syaifuddin, mengemukakan pandangan kritis tentang pengertian  perjanjian
yang dianut oleh Pasal 1313 KUHPer diantaranya;

1. Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan dan

setiap sumber perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan

secara luas, setiap janji adalah persetujuan;

ecara luas, dapat

fiﬁﬁ'lkan akibat hukum tanpa difnk € inl (misal; perbuatan

J ~ e~ -
E;lg m gian sebagai akfb‘a.ﬂ danya perbuatan
e i

~
Ay Py gy,

‘melang

3. Definsi data) thanya mengenai

fpefsetujuan

ateral), satu ﬁill sajalah yang

j erprestasi (misal:

/ tu berdimensi dua

tidak berlaku bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya; perjanjian
liberatoir/ membebaskan; perjanjian di lapangan hukum keluarga;

perjanjian kebendaan; perjanjian pembuktian).

2 Subekti, 1987, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, him.1.
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Selain itu Purwahid Patrik menguraikan beberapa kelemahan pengertian
perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu; >

1. Definisinya hanya menyangkut perjanjian sepihak saja, yang

dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata

“mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang

dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedangkan maksud

a0 A g s

tampak kekurangannya vyang seharusr

-
rumusan °
onsensus/ kesepakatan,

diri, sehingga

ditambah dengan

2] iKata pe

‘termasu (zaakwaarneming) dan

‘perbuatan (onrechtmatige ~daad), yang

s dan menimbulkan

3. hn.us 3 mg* harta kekayaan

(ver o

2Tk
e o ¥ (i e E .

Pandangan berbeda dianut oleh Ricardo Simanjuntak, bahwa ia tidak

Bﬁﬁﬁb

DI AT AN N
B

setuju dengan pendapat dari Mariam Darus Badrulzaman, yang mengatakan
bahwa perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya
merumuskan perjanjian sepihak saja. Alasan yang dikemukakannya adalah
jika perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata merupakan

perjanjian sepihak, maka akan secara otomatis memberikan pengertian

> purwahid Patrik, 1994, Asas-Asas Hukum Perikatan, Tarsito, Bandung, (selanjutnya
disebut Purwahid Patrik II), hlm.45-46.
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bahwa perikatan merupakan perjanjian sepihak pula, karena perikatan
berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dapat pula berasal dari perjanjian,
sehingga perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata tidak
hanya mengenai perjanjian sepihak saja akan tetapi meliputi perjanjian dua
belah pihak pula.

Ricardo Simanjutak memberikan bantahan terhadap pendapat bahwa
definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata terlalu luas dengan

dlmaksudkan sebagai suatu deﬁns1 ya

pendapat exsebut sudah tepat

karena m epengertian luas.

Cakupan luas dalz ':.:::h rdata  dimaksudkan untuk
-~ e A =
: o~ -~
menggambarkan pe wperbuatan, bukan perbuatan hukum.

ol ala

Pasal 1313 KUHPe lari sath orang atau lebih

mengikatkan dirinya terh@idap s ng lain atau le‘_bih ang tidak hanya

merupaka st etupakan perbuatan

tanpa konseku

Pel‘hﬁtk % ada denga ] pa.f-*hard Simanjutak

-t".'

|

talcan- bahwa rumusan

dikemukal ];ll,. 0 SUNGWAn.) Wlfbbdjﬁ,y g meny

VT b=
UK g /01
dalam Pasal 1313 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan

seseroang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti timbul prestasi
dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya
yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus
dipenuhi.24 Rumusan tersebut memberikan konsekuensi bahwa dalam satu

perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak

X
1bid.
** Gunawan Widjaja, 2007, Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend
Recht) dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.249.
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yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya merupakan phak yang
berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Gunawan Widjaja memberikan alasan lain bahwa Pasal 1313
KUHPerdata tidak berdiri sendiri tetapi dikembangkan dengan Pasal 1314
KUHPerdata yang menentukan bahwa:

Suatu persetujuan diadakan dengan cuma cuma atau dengan

memberatkan.  Suatu  persetujuan  cuma-cuma adalah  suatu

persetujuan, bahwa pihak yang satu akan wmemberikan suatu
hak—yang-lain_tanpa menerima imbalan. Suatu

E&W%@Wwﬁr atujuansyang mewajibkan
atuk memberikan sesua neld kcﬁ sesuatu atau tidak

)y
=
=

elakui dﬁ-gésuatu.
Pasal 1313 Kl sdengan menyatakan bahwa

atas prestasi yang am perjanjian tersebut

dapat meminta dil an pihaknya tersebut.

Dua rumusan perjanjian

aAm ; sal 1313 c_ilz.m 314 KUHPerdata
menenukari b | i an perikatan yang
bersifat '\‘ i . X } asi) dan perikatan
yang berti clah piha ). Berdasarkan hal

= ==

tersebut, dimungkinkan suaj iperjanjian melahicka .'n". dari satu perikatan
A T_f__‘_f{_ \ 4] JEE‘_Ei =

dengan kewajiban yang sali;;behrgti;-n-ggf balik yakni debitur pada satu sisi
menjadi kreditur. Kewajiban yang saling bertimbal balik merupakan
karakterisik dari perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan perikatan
yang lahir dari undang- undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitur
dan pihak lain yang menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi

debitur.
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Para sarjana mencoba menguraikan definisi dari perjanjian walaupun
terdapat kelemahan definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata
Subekti berpendapat bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana
seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Sudikno Mertokusumo menguraikan
bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Un lﬂ@?ﬁ]@ﬁﬁﬁl'ﬂlﬁ&lyﬂ@h@pﬂl nengetahui apakah yang
dihadapi ada ».-ezl perjanjian atau bukan, mefg ibat hukum atau

tidak. U diuraikan oleh

Abdulka

1.

Persetujuan dilakufl-;a\n ang;;pihak-pihak yang bersifat tetap dan
bukan suatu perundingan.

3. Ada tujuan yang hendak dicapai.
Hal ini dimaksudkan bahwa tujuan dari pihak kehendaknya tidak
bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-

undang.

BIbid.
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4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
Hal itu dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat
perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.
Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau

tertulis. Hal ini sesuai ketentuan undang-undang yang

i

tjanjian mempunyai kekuatan mengikat

tertentu suatu

kti yang kuat.

perikatan yang

ara pihak, yang

o rrl

@ ; =
diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak
menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas
beban kedua belah pihak secara timbal balik.?

Herlien Budiono memberikan pengertian perjanjian dengan

menekankan pada perbuatan hukum yang diuraikan sebagai berikut:*’

%% Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Herlien Budiono II), him.3.
27
1bid.
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Perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau
menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, kontrak
atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para
pihak. Jika suatu perbuatan hukum adalah kontrak atau perjanjian,
orang-orang yang melakukan tindakan hukum disebut pihak-pihak.

Berdasarkan pendapat tersebut maka unsur—unsur petjanjian menurut
Herlien Budiono terdiri atas:

1. Kata sepakat dari dua pihak;

™

Kata sepakat yang tercapai harus tergantung kepada para pihak;

L — aya akibat hukum;

41 Al arthukum untuk kep entingan-pih'a'k_y . dan atas beban
E;g lai gt ; wn

501 e

Dibuat eraturan perundang-

undang:

Herlien Budiono il b a tambahan m@iﬁg ai bagian-bagian
dari perj: rdiri ¢ yglan naturalia dan
bagian accide dari perjanjian yang

) ) -.. - = 1 ity tidak d ¢
arus a a,{ujila 0 ut tidal . a,paﬁlanl idak dapa

an_oleh para pihak, melainkan
BANGZ

disebut 'z; jian berna ma: yang /dimaksud]
4 ’;h '

. .
perjanjian lain. Bagian naturalia adalah bagian perjanjian yang berdasarkan
sifatnya dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan terlebih dahulu secara khusus
oleh para pihak. Bagian accidentalia adalah bagian perjanjian yang berupa

ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. 28

BIbid.
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b. Kerangka Konseptual
a. Pengertian Hubungan Hukum
Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh aturan hukum.
Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu merupakan hak dan kewajiban
setiap warga, satu pribadi terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup
bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum

setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan akibat

hukum adalah-akibat @ 1 - hukun %% Karena suatu
peristiwa ,-'_r-':'dis.e‘t-)abkan oleh erbuétan huku:ﬂ sedangkan suatu
perbuatarﬂ:liﬁm juge an suatu unganh um, maka akibat
hukum juga dapat , : ané ditimbulkan oleh
adanya s t_:uperb

b. Peng ﬁi‘én.Pengali |' ak

ol

Berd - Pokok Agraria

(UUPA) sang efidaftaran tanah di

\‘m...-- ewaiji intah dal
nakan tug .yug*pemerma dalam

=

Indonesia 2

Fy Yy T
. LK T e s Tl
yang melibatkan rakyat bukan dalam pengertian di jalankan oleh rakyat.

man kepastiam hukym-terhads b. kepemilikan tanah

rangkamembg¢

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan nantinya akan dibuktikan
dengan terbitnya tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat,
merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA. Tugas untuk melakukan
pendaftaran tanah, prinsipnya di bebankan kepada pemerintah, sedangkan

bagi para pemilik tanah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan haknya.

29Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan I, 2008. Hlm.86.
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Pengalihan hak merupakan beralihnya hak milik seseorang kepada
orang lain, dengan jalan jual beli atau tukar-menukar atau dengan cara lain
yang dibenarkan oleh hukum. Hak milik dapat dipindahkan haknya kepada
pihak lain (dialihkan) dengan cara jual-beli, hibah, tukar-menukar, pemberian
dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk
memindahkan hak milik

c. Pengertian Perjanjian

Deg KUHPerdata yang

menentukan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu

J —~— i . .
orang atap gl;h men ap satu orang 'l'!ﬁ atau lebih.” Dari
e % - i

definisi t r|'sebut b

i katena mengandung
beberapa kelemaha

M Jw,m"ﬁt.Abdulka uh 7, Ylinusan Pas_a'ij- 313 KUHPerdata

mengand \

nengikatkan dirinya

=

nya. Iﬁﬂ ';ngikat” sifatnya

sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling
mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara

pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

3% Abdulkadir Muhamad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 78.
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2. Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus.
Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas
tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung
consensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan

3. Pengertian perjanjian terlalu luas
Luas lingkupnya juga mencangkup mengenai urusan janji kawin yang
termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur

gl gy WL B Nan Ay

kekayaa .' PerJanjlan yang dlmaksudkan 4 am Pasal 1313

dalam lapangan harta

KU _;Pérdata bat d1 dﬁl m lapangan harta

kekayaan, s tersebut bukan

e¢rupakan 1

4. Ta

a menyebutkdh
sendantumkan  tujuan
pihak-pihak yang

m: ksud apa diadakan

Pendapat dari Abdul Kadir Muhamad didukung oleh pendapat R.
Setiawan. Menurutnya bahwa “Pengertian perjanjian tersebut terlalu luas,
karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan
melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah

perbuatan melawan hukum”. 3

3! R.Setiawan, 1979, Pokok —Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, him. 49.
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Mariam Darus Badrulzaman, tidak memberikan penjelasan mengenai
apa itu perjanjian, namun memberikan kritik pula terhadap definisi perjanjian
yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah tidak
lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian
sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena mencangkup juga janji kawin

yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian

juga.

d. Pengextia ‘_%ﬁﬁﬂﬁw MDALAS -~
bl

awah tangan yaitu akta yang sengaja di‘Bi{ﬁ ntuk pembuktian

=
oleh para pihak tang

ing berwetang.”> Ketentuan

mengenail akta d ~dalam pasal 1874

KUHPerdata yang

“Sebagai tulisan-tulis@ry diba 20 akta-akta yang ditandatangani
dibawah tangan, surd ! rat, -register, surat-surat urusan rumah
tanggi in-lc i ] ‘perantara seorang

pegawai. umum. De undang- bahwa akta bawah
tangan day likc ] _J, p sepanjang tanda
tangan e ~

H’r —-—‘""," edc ﬁkan apabila tanda

dipunghiry meriksaan kepalsuan
eoin.danulu ==
KEDJAJAA N e >
dapat kekhususan akta

dibawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan

tangan ]

harus dise esaikan te
F":'l.’ . :

Dari ketenttia

sipenandatangan sendiri, atau setidak-tidaknya, selain tanda tangan, harus
ditulis dengan tangannya si penandatangan adalah suatu penyebutan yang
memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terutang. Dengan
kekhususan ini dimaksudkan apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta

tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

32Munir Faudy, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 25.
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e. Pengertian Koperasi

Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
menyatakan bahwa, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang
berdasar atas asas kekeluargaan”.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor:

10/Per/M operasi

juga

menyatakan bal o beranggotakan

orang- se»@g atau r ﬂf‘" engan mel’dﬁ iskan kegiatannya

berdasarkan prinsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas qr

Jal i-,-wé'ecara sede i. s1 adalah perk}ﬁn lan orang yang

secara ar \persal i erjuang meningkatkan

kesejahteraan sebuah badan usaha

Man di atas dapat

yang dik b.sa_c okratis. Berd

(&
<

disimpulkan,ba va_kope asipadalah suaty badan 157 ha yang terdiri dari
AT K pANGs
S e .
perkumpulan orang-orang yang bersama—sama memiliki kepentingan

ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk
memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta membangun tatanan
perekonomian nasional.
f. Pengertian Petani Plasma

Petani plasma adalah para petani yang ikut ambil bagian dalam

program transmigrasi pemerintah yang dijalankan pada tahun 1987 atau
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Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal sebagai PIR-trans.Petani plasma ini
kemudian bermitra dengan perusahaan setempat yang menyediakan bantuan
berupa pekerja untuk menyiapkan lahan. Setelah empat tahun perkebunan
sawit mereka siap dipanen. Perusahaan juga menyediakan bantuan teknis.
Dalam skema kerja sama ini, petani plasma setuju untuk menjual hasil
produksi mereka kepada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan oleh

pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang

nonhukum bagi keperluan penefitian. Karena penelitian ini mengkaji
peralihan hak milik atas tanah kebun plasma kelapa sawit melalui jual beli di
bawah tangan pada Koperasi BIMA 1 Nagari Abai masuk kategori penelitian
hukum empiris. Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yang

mengungkapkan tentang peraturan perundang-undangan yang mempunyai

keterkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dari penelitian ini.

37ainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Keempat, Juni 2013,
hlm.17
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Demikian pula hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat. Namun tetap
nantinya akan ditopang bahan hukum primer, sekunder, tersier, sepanjang
mengandung kaidah-kaidah hukum,** selain itu nantinya penelitian ini juga
akan melakukan metode penelitian lapangan dan wawancara dengan
responden terkait agar mendapatkan bahan penelitian langsung dari
sumbernya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian 1paieliti cmpitissdengan penelitian
i Nwmﬂl&h LT

lapangan dat ﬂé%:éihcara ditambah dengan pen'eli_ﬁan h ukim menggunakan

- =
data primer, sekunde an da-ta"“_# under dilakukan

melalui studi dokur brary | research). Data

:
yang dikt

sekunder asi untuk penelitian ini

adalah sel d-gai berikut:

1. Bahan huk imer yang | dengan pengaturan hukum

pidana'fe

; =
2) Undang-UndangNomor 5 Kahun 1966 enta g okol -Pokok Agraria

AT NE*
UK e B
3) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas

tanah Pertanian;

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah;

34 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 62.
%% Soerjono dan Abdurrahman, Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan, Rineka
Cipta, Jakarta,2005, hlm. 56.
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6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan
Konsumen;

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 tentang Perubahan Dan
Tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961Tentang

Pe _- 3 W%E)IT&&ENHB@E%% atiKerugian;

10) Peraturan Pemermtah Nomor 9 Tahun 19 5 tentang Pelaksanaan

Kugéan Usak

11) Paraturan P ahun 1997 tentan; Kemitraan;

}

aturan P ntal 3"tentanlg Pembinaan dan

Eembangan Us

13) Per: - tah 1998 tentang Modal

12) Pe

-~ 1

14)Per{hn__ i Perta Re “Nomor 98 Tahun

15) Naskah akademik agl?kajlmkademlk terkait dengan peraturan
perundang-undangan yang diteliti.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dijadikan

sebagai petunjuk dalam melaksanakan penelitian36. Bahan hukum

sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: jurnal ilmiah,

38 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm 155.
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makalah, hasil penelitian, artikel, buku teks, dan dokumen lain yang
relevan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus,
ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.37 Mukti Fajar dan
Yulianto Achmad menggunakan istilah bahan hukum tersier dengan istilah
bahan non hukum, tetapi sangat dianjurkan menggunakan istilah bahan

i UNIVERSITAS ANDA 4 1

Upaya u tﬁuic mendapatkan bahan hukum pri sekunder, dan non

non hy

hukum d lgukan de A: aik clalui” tek ologi elektronik
== ~
(situs internet) ma % : ':-’; suran /dengan teknologi

elektronik dilakukz nga 1S internet yang terkait

dengan @bjek penelitia eda o'! elusuran _§éc ra konvensional

. i a . . .
dilakukant ¢ akaan atau instansi

terkait. Sede anya mengkaji di

Koperasi
e e

Penelitian dengan judul peralihan hak milik atas tanah kebun plasma kelapa

sawit melalui jual beli di bawah tangan pada Koperasi BIMA I Nagari Abai

nantinya akan dilakukan di Koperasi BIMA I Nagari Abai Kec. Sangir

Batang Hari Kab. Solok Selatan.

37 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14-15.
38 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 43.
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d. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan bahan hukum untuk mendukung pelaksanaan dari
penulisan tesis ini nantinya mempergunakan alat pengumpulan data sebagai
berikut :
1. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yang

bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-

Binapratama Sakatojaya SS I Estate yang mendukung penyelesaian
perumusan masalah.
e. Pengolahan Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dilakukan pengolahan dengan cara

editing dan pelaksanaan pengklasifikasian data, sehingga dapat disampaikan

secara sistimatis.

*Ibid, hlm.107
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f. Analisis Data
Berdasarkan penyajian data secara sistimatis, dilakukan analisa secara
kualitatif, dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan, teori, doktrin,
serta logika untuk mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang

timbul.
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